PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan pamak dan

pengabuan mayat diperlukan perbaikan dan penyesuaia
penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabyat) m

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 nf&@p9
maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tab0@ &ntang
Retribusi Pelayanan Pemakaman, perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiadhuruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah rignfetribusi
Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tath@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Keciladva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 188tiang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Nedepublik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 188ftang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insiandahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiloniesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9l&htang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba&darpsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesibuim 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsmor
3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun42thtang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik exianTahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuhtloniesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedul degan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TahufA8ZQembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun92htang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nedapublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl2@htang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembalegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahambazan
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28uial977
tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran NegarauBpIndonesia
Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 3107);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46uifal982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeralgkadi I
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia TaA®&2 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8@v 1);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2huifal983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahuf &&ang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insiandahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republiloniesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan PamaRemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaragaxie Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaragatd
Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 0&uital987
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk |@peFempat
Pemakaman;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58&uifa2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran &leégepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaegafd Nomor
4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7&uifa2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeiamgg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik exianTahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuhtloniesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3&uita2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembargaradl®epublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6&uifa2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan h&artiungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nedapublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 T&0v tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan &eR¢nundang-
undangan;

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentBegaturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahui@ fétang
Perwakafan Tanah Milik;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@@6tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaia dieibah
yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negemor 59
Tahun 2007,

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2



Menetapkan

19.

20.

21.

22.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1%88tang
Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuklikap&empat
Pemakaman;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 260fang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemiatin Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun Raf6or 02,
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun t2d@ahg Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran D&ai@hPasuruan
Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubahateRgraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lemdasmnah Kota
Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2860tng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembararrdba Kota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkatath sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat adalah Kepala Dinas Pekerjaam Umum.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disinGk&®D adalah
perangkat daerah yang menangani retribusi pelayaeraakaman.
Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat ateaz .

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yangiakaaduntuk
keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atdelola oleh
Pemerintah Kota.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yamgpakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaal titelakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroamariditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUM#dy badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk @m, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pgridam, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, ategarosasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontredstasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usahgethyanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatdamyaya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibheslkh Pemerintah
Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan unsenta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muiapeiaghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besaretydousi sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retrilsesia pengawasan
penyetorannya.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnyaldisénsentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai peyadraatas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnydulideetribusi
adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman yagigndigarakan
oleh Pemerintah Kota.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan gyanenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkatuku melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemattribusi jasa
umum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertemtngymerupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatfasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyagikiat SSRD adalah
surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakuke@mbayaran
atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kasdbaatau ke tempat
lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutngamgkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yaetangutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusigy menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena junkeddit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang albarusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyangkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dat®u sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusas lkaberatan
terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan@mungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribus

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghiaig@urmengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakaara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksawnk umenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retaibusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanaketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeralettidnisi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daetan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehyi@i&n untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan htkktmembuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerahrdaibusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan
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BAB I1
PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Setiap ahli waris wajib melakukan registrasi sefigpma) tahun sekali.

(2) Pemakaman jenazah baru dapat menggunakan tanahrhakam yang
telah digunakan lebih dari 5 (lima) tahun atau makgang tidak
diajukan perpanjangan izinnya oleh subjek retrilze$elah habis masa
retribusi.

(3) Apabila jenazah dalam makam sebagaimana dimaksdd agat (1)
belum hancur maka tanah harus dikembalikan segmriula dan diberi
tanda.

(4) Ketentuan mengenai penggolongan dan pengurusan nmakatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

(1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazddha@ix 1 m2.
(2) Dilarang menggunakan tanah pemakaman melgkiinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BAB 111
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan ipgsganayat dipungut
retribusi, atas pelayanan pemakaman yang dised@karPemerintah Kota.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabagat lsidalah:
a. pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk penggddian
pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabugat ma
yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota Pasatua
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:
a. pemakaman jenazah secara masal akibat bencana alam,;
b. pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalamehnazah
tidak ada yang bertanggung jawab;
c. pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta;

Pasal 6
Subyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabagat adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pensakanayat yang
disediakan oleh Pemerintah Kota.
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BAB IV
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 7

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayaaduk golongan
retribusi jasa umum.

BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlahazah yang
dimakamkan dan luas tanah yang dipergunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarrya tarif
retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaygeuinan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keaddanefektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipyaltsewa tempat
pemakaman jenazah.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasatjeaims pelayanan
pemakaman.

(2) Besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman selBgsa300.000,-(tiga
ratus ribu rupiah) per jenazah.

Pasal 11

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @pgtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudapagyat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dakepdrangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud psea (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarlperkalian antara

tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ddea 8 dengan tarif
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Q2yat
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BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi terutang dipungut di wilayah kota tempatayanan pemakaman
diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi berlangsung pada saat subjek rstribuemanfaatkan
pelayanan pemakaman sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanagrdibn atau diberikan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Bentuk dan ukuran SKRD sebagaimana dimaksud paata(aydiatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuahd&tasal 16 ayat (1)
disetor secara bruto Kas Umum Daerah.

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayapat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksnetmatif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan daitbietyang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denganggunakan
STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakswd pyat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 19
Tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemunguédribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasahtlir déngan Peraturan
Walikota.
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(1)
(2)

(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(1)

(2)
)

(4)

(5)

(1)

BAB XII
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Subjek retribusi membayar retribusi di lokasi palagn pemakaman.
Wajib Retribusi membayar retribusi terutang kepaBandahara
Pembantu Penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari.kerja

BAB XIl1
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannydagmimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan surgtréam, surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

Surat teguran, surat peringatan atau surat laig gajenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan peatales) penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatifjetempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggehisteguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis dia&an, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud @t (3)
retribusi yang terutang belum dilunasi, ditagih glam menerbitkan
STRD.

Surat teguran, surat peringatan atau surat laig g&@menis dan STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (djbidian oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 22

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberdtanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD at@kumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palamga 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jW&ajib Retribusi

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tdjpeenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaledal gyat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar keherdak kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memBaabusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (@haulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusskagberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kedoerat
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(@)

)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ¢Blala untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusihviea keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat bemgrezerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnysbuRetyang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keaergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagitau aeluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan denghtambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan pating lama 12
(dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayatliifitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retiibudapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)ambu sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), har@mberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(2yaian ayat (3)
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan su&gputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dagnddkabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktuingallama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retrib@snhya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada(By#ngsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBegribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagai dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palargd 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retriblskudkan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalandausebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayketebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retrd@lbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturankdtali

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan retribusi mankadaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak semtitangnya
retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukamdak pidana di
bidang retribusi.
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(@)

3)

(4)

(5)

(1)
(@)
3)

(1)
(2)
@)
(4)

(1)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaldiud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiilbaik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaamdimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung segaiggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsungyagbana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan #asannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dambetelunasinya

kepada Pemerintah Kota.

Pengakuan utang retribusi secara tidak larggsebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajparmohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohebaratan oleh

Wajib Retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagdmgil karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusamrigjutetribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Tata cara penghapusan piutang retribusi yadglts kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI/SANK S|

Pasal 28

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringaaanpgémbebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daawi aanksinya.
Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaintaafsdd pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuajib\Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud padglaydiberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan danbgbasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRe Walikota.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 29
Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untakguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melalksan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
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(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atatatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ra@ngan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gurendéaian
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengaatBran Walikota.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemnurggribusi sebesar
5% (lima perseratus) atas dasar pencapaian kitestgntu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatirhaksudkan
untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. pelayanan kepada masyarakat

d. pendapatan daerah;

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada d&yatifetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayadlilfayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@aa insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulanikugnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaemerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudahaydilkan untuk
triwulan sebelumnya.

(7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksudad pyat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, aqpeagan dan
penertiban terhadap kegiatan pelayanan pemakaman.

(2) Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dargapeasan,
walikota menunjuk SKPD sesuai tugas pokok fungsinya

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunggemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nodiak penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kisoé dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agajabat tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh jalyang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pegsnddangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada gyati§lah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketzna atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidatigbBsi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebitkgmdan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmengeang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan didadgikan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang girdtau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkemigggan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahani buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nikaaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbkeang
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau damkuyang
dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalanaid
Retribusi;

I memanggil orang untuk didengar keterangannya daeriédsa
sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentpanaturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Nag&epublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddiadang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXII1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanngehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurunghngplama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3a)tigali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal inisddaélanggaran.
Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayae(lpakan penerimaan
negara.
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BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatin labjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makatltan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Betay Pemakaman
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04) dicabut dagathkan tidak
berlaku.

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararmab#&eta Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Oktober 2011

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

HASANI
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Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs.H. BAHRUL ULUM , MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011
NOMOR 35

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membpsrajelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Olarera itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberag2ead Asli Daerah baik berupa
penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yangyatar tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Ied@Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang abehcUndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DagamhRetribusi Daerah dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 mad@aberlakuan Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2000 tentang RetrilReayanan Pemakaman yang
pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang HRepntibnesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUtetang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian daleamahami dan melaksanakan pasal-
pasal dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman selgpsa 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) meliputi :
a. pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggaléan pengurukan,
pembakaran / pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabayat yang dimiliki atau
dikelola Pemerintah Kota
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastianutubagi Wajib Retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi kepatoksd Walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26
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